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INTISARI 
 

 Pengelolaan pengeluaran belanja daerah merupakan langkah pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tingkat kesejahteraan 
masyarakat diproksikan dengan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya 
kesejateraan masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk 
miskin. Sehingga berdampak pada pengelolaan pengeluaran belanja daerah yang 
efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan 
pengeluaran belanja daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan 
menggunakan pendekatan Stohastic Frontier Approach (SFA). Kemudian dari hasil 
nilai efisiensi SFA dilakukan uji regresi data panel dengan menggunakan faktor-
faktor yang diduga mempengaruhi nilai efisiensi pengelolaan belanja daerah. 
 
 Hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan SFA 
menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisien belanja daerah pada pemerintah 
provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 tidak mencapai nilai efisiensi yang 
sempurna. Kemudian hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan jumlah fasilitas publik 
berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah dengan R-Square sebesar 98%. 
Sedangkan secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Kemudian variabel jumlah penduduk, 
inflasi dan jumlah fasilitas publik tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja 
daerah. 
 
Kata kunci: Belanja daerah, efisien, jumlah penduduk, PDRB, inflasi, dan 

jumlah fasilitas publik. 
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ABSTRACT 

 

Management of regional expenditure is a government step in improving 
people's welfare. Indicators of the level of welfare of the community are proxied by 
the number of poor people. Increasing the welfare of the community will affect the 
decline in the number of poor people. So that it affects the management of efficient 
regional expenditure. This study aims to analyze the efficiency of managing 
regional expenditure in provincial governments in Indonesia using the Stohastic 
Frontier Approach (SFA) approach. Then from the results of the efficiency of the 
SFA, panel data regression test is done by using factors that are thought to affect 
the value of efficiency of regional expenditure management. 

 
The results obtained using the SFA approach show that the average level of 

efficient regional spending on provincial governments in Indonesia in 2013-2017 
did not reach perfect efficiency values. Then the results of the panel data regression 
showed that simultaneous variables of population, GRDP, inflation and the number 
of public facilities affect the efficiency of regional spending with R-Square of 98%. 
While partially the number of population variables has a negative and significant 
effect on the efficiency of regional spending. Then the variable population, inflation 
and the number of public facilities do not affect the efficiency of regional spending. 

 
Keywords: Regional expenditure, efficiency, population, GDP, inflation, and the 

number of public facilities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik 

Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan 

kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Menurut 

Kumorotomo (2008:5), Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan beban 

tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan 

lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah  daerah 

akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan lebih terjamin. 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di indonesia di yakini sebagai perubahan 

paradigma di dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai 

iklim demokratis terkait dengan pola hubungan antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan peran serta masyarakat (Kuncoro, 2013: 282). 

Manajemen keuangan pemerintah menurut Sumarsono (2010:21) 

manajemen keuangan pemerintah baik yang berkaitan dengan usaha 

pemerintah untuk mendapatkan dana maupun penggunaan dana untuk 

pembiayaan operasional atau kebutuhan investasi secara efektif dan efisien. 

Dalam hal ini setelah adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah 

diberikan wewenang untuk memungut pajak/retribusi daerah dan mengelola 
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sumber daya alamnya sendiri. Sumber daya keuangan daerah setempat 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan meliputi 

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK), pinjaman daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 

Tiga sumber daya utama dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah 

melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) sedangkan 

sumber daya lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama 

dengan pemerintah daerah (Halim, 2007:3). 

APBD menurut Adisasmita (2010:62) sebagai instrumen yang akan 

menjamin terciptanya kedisiplinan dalam proses pengambilan keputusan 

terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Analisis 

belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah 

telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (value for 

money). Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja 

tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan 

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Belanja 

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, 
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belanja barang dan jasa, belanja modal (Permendagri No. 59 pasal 36 tahun 

2007). 

Pengeluaran belanja daerah memiliki peranan penting untuk 

mengukur efisiensi dalam mengelola keuangan pemerintah. Komponen 

belanja daerah juga berperan dalam usaha mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Kondisi belanja daerah di Indonesia saat ini bisa dibilang cukup 

besar ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik di bawah ini: 

 

Grafik 1.1 Perkembangan Pengeluaran Belanja Daerah dan Pertumbuhan 
Ekonomi pada Provinsi Indonesia 2013-2017 (Juta Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 
 

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa pengeluaran belanja 

daerah pada pemerintah provinsi di  Indonesia tahun 2013-2017 mengalami 

trend kenaikan setiap tahunnya, dan juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat pada setiap tahunnya. Pengeluaran belanja daerah 

merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Belanja daerah juga sangat berperan penting dalam usaha 
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mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah memproyeksikan 

anggaran sangat besar untuk mengeluarkan belanja daerah. 

Santoso (2011:4) menyatakan bahwa meskipun anggaran belanja 

daerah relatif naik setiap tahun dan juga diikuti dengan kenaikan 

pertumbuhan ekonomi. Namun pengelolaan anggaran belanja daerah yang 

ada belom mampu di kelola secara efisien. Hal ini dilihat dari pengalokasian 

anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dan kurang 

mencerminkan aspek efisiensi dan efektivitas. Hal ini sejalan dengan 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomer 37 tahun 2010 tentang pedoman 

penyusunan APBD, belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban 

pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif 

dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan 

umum. Sehingga diperlukan adanya analisis belanja daerah yang digunakan 

untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi 

anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang 

tidak tepat sasaran (Mahmudi, 2010:156). 

Dalam belanja daerah, alokasi anggaran terhadap tingkat 

kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah mencapai tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah 

tingkat kemiskinan di indonesia mencapai 10,38%. hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kemisikinan perlu diulas dalam penelitian ini. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



5 
 

 
 

Grafik 1.2 Presentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk pada 
Provinsi Indonesia 2013-2017 (Juta Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di 

Indonesia bertambah pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan dengan 

dibuktikan jumlah kemiskinan di Indonesia yang semakin menurun. Pada 

tahun 2015 kemisikanan sempat mengalami kenaikan namun kembali 

mengalami penurunan drastis pada tahun 2016. Dapat diartikan kebijakan 

desentraliasi fiskal lambat laun dirasa mampu mengentaskan kemiskinan. 

Kebijakan desentralisasi fiskal sendiri bertujuan untuk memampukan 

keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum (Saragih, 2003). 

Presentase kemiskinan pada provinsi di Indonesia bisa dibilang tidak 

merata. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013-2017 Provinsi 

Papua merupakan daerah dengan jumlah kemiskinan tertinggi di Indonesia 

sebesar 28,9%. Sedangkan provinsi dengan jumlah kemiskinan terendah di 

Indonesia sebesar3,6% pada provinsi DKI Jakarta. Bila dibandingkan antara 

provinsi papua dan DKI Jakarta sangat tertinggal jauh. Selain itu, presentase 
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kemiskinan juga dialami oleh daerah  Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 

21,2%. Dimana presentase kemiskinan pada provinsi NTT menjadikan 

tingkat kemiskinan tertinggi setelah pulau papua. Menurut Purnama (2018) 

hal ini diakibatkan daerah tersebut tertinggal cukup lama atau dapat 

dikatakan Indonesia bagian timur masih kurang mendapatkan perhatian 

yang lebih dari pemerintah. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2016) menunjukkan 

bahwa kecenderungan kenaikan alokasi anggaran belanja daerah 

mengakibatkan presentase penduduk miskin mengalami penurunan. 

Sehingga menjadi isu penting apakah belanja daerah diprioritaskan pada 

urusan yang berpengaruh positif terhadap usaha pemerintah daerah untuk 

mengentaskan kemisikinan. Selain itu, Amran dkk (2014) pengujian 

sendiri-sendiri variabel belanja langsung dan dana alokasi umum terhadap 

kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dalam penurunan tingkat 

kemiskinan. begitu pula dalam pengujian secara gabungan, dimana secara 

bersama-sama variabel belanja langsung, dana alokasi umum dan 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kota 

Manado pada tahun 2004-2012. Selanjutnya penelitian Wiguna (2016) 

menunjukkan bahwa variabel PDRB dan tingkat pendidikan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel tingkat 

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Jawa Tengah tahun 2005-2010. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2011) menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan variabel bebas (Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks 

Pembangunan Manusia dan Pengangguran) secara bersama-sama dapat 

menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemisikinan. Hal ini di teliti di 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah menggunakan data panel dengan model 

terpilih yaitu pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model). Selain itu, 

penelitian Elvi (2016) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, 

inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, 

dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 

di indonesia. Kemudian secara simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 

pengangguran secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Pentingnya pemerintah provinsi dalam mengelola sektor keuangan 

daerahnya menjadi hal yang menarik untuk diamati terutama pengelolaan 

pengeluaran Belanja Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Pengelolaan 

Pengeluaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan 

masalah, diantaranya: 

a. Bagaimana pencapaian efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja 

daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 

berdasarkan hasil analisis metode Stochastic Frontier Approach (SFA)? 
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b. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat efisiensi 

pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di 

Indonesia?  

c. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat efisiensi pengelolaan 

pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia? 

d. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat efisiensi pengelolaan 

pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia? 

e. Bagaimana pengaruh jumlah fasilitas publik terhadap tingkat efisiensi 

pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah : 

a. Untuk mengetahui dan mengukur tingkat efisiensi pengelolaan 

pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 

2013-2017 berdasarkan hasil analisis metode Stochastic Frontier 

Approach (SFA).  

b. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat 

efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah 

Provinsi di Indonesia. 

c. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat efisiensi 

pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di 

Indonesia. 
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d. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap tingkat efisiensi 

pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di 

Indonesia. 

e. Untuk menganalisis pengaruh jumlah fasilitas publik terhadap tingkat 

efisiensi pengelolaan pengeluaran belanja daerah pada pemerintah 

Provinsi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

penelitian mengenai kondisi dan tingkat efisiensi pengelolaan 

pengeluaran belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. 

b. Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan dalam mengelola pengeluaran belanja daerah pada 

pemerintah Provinsi di Indonesia  yang lebih baik. 

c. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan belanja daerah dalam penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini, sistematika penyusunannya terdiri dari 5 (lima) bab, 

yang masing-masing bab akan dijelaskan secara garis besar, yaitu: 
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Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan; 

menjelaskan secara umum latar belakang masalah dari kasus yang akan 

diteliti, isu-isu yang dimunculkan terkait penelitian. 

Bab II merupakan bagian landasan teori. Bagian landasan teori ini 

memuat telaah pustaka yang berisi tentang hasil penelitian-penelitian 

terdahulu terkait kemiskinan serta perbedaan perbedaan penelitian yang 

akan dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, dibahas juga 

kerangka teoritik yang berisi teori-teori terkait penelitian. Pada bab kedua 

ini dibahas pula mengenai hipotesis penelitian. 

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bagian ini menjelaskan 

bagaimana metode penelitian yang digunakan meliputi uraian terkait jenis 

penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, model analisis, dan pengujian hipotesis. 

Bab IV merupakan bagian pembahasan. Bagian pembahasan 

menguraikan atau mendeskripsikan hasil-hasil analisis dari beberapa 

pengujian yang telah ditentukan serta meyesuaikan antara hipotesis dengan 

hasil analisis (diterima atau tidaknya suatu hipotesis). 

Bab V merupakan bagian penutup. Bagian penutup berisikan tentang 

kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang terkait 

hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada analisis tingkat efisiensi 33 Provinsi di Indonesia dengan 

menggunakan metode Stochastic Frontier Approach (SFA) pada periode 

2013-2017 didapatkan hasil bahwa secara umum tingkat efisiensi belanja 

daerah pada 33 Provinsi di Indonesia tersebut memiliki trend yang 

fluktuatif. Secara individu, Provinsi Papua memiliki tingkat efisiensi rata-

rata paling tinggi dengan skor 52,18%, Sedangkan Provinsi DKI Jakarta 

memiliki rata-rata tingkat efisiensi paling rendah dengan skor 39,28%.. 

Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi belanja daerah pada Provinsi 

di Indonesia selama tahun 2013-2017 belum efisien dengan skor 43,4%. Hal 

ini dikarenakan pembangunan daerah di provinsi DKI Jakarta sangat pesat 

dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga dalam hal 

pengeluaran anggarannya semakin defisit (in-efisien). Hal ini berbanding 

terbalik dengan Provinsi Papua dalam hal pembangunan daerahnya yang 

relatif rendah. Sehingga pemerintah Provinsi Papua dalam hal pengelolaan 

pengeluaran belanja daerah paling efisien dibandingkan provinsi yang lain 

di Indonesia.  
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2. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka tingkat 

efisiensi belanja daerah akan semakin rendah namun jumlah penduduk tidak 

serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah provinsi di 

Indonesia. Ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap 

efisiensi belanja daerah. 

4. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efisiensi belanja 

daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi inflasi, maka tingkat efisiensi belanja daerah akan semakin 

rendah. 

5. Jumlah fasilitas pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Ini 

menunjukkan bahwa semakin bertambah jumlah fasilitas pendidikan maka 

semakin rendah efisiensi belanja daerah. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah  provinsi di Indonesia yang belum mencapai tingkat 

efisiensi perlu melakukan perbaikan pada input maupun outpu-tnya. Dari 

sisi input, disarankan pengeluaran yang dilakukan tepat sasaran supaya tidak 

terjadi pemborosan ataupun inefisiensi. Sedangkan dari sisi output, banyak 
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Provinsi di Indonesia yang tingkat efisiensinya sangat rendah. Sehingga, 

dalam mencapai efisiensi perlu menambah jumlah  output tertentu. 

2. Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Provinsi di 

Indonesia hendaknya perlu meningkatkan program pembangunan daerah 

yang merata pada infrastruktur, sosial, dan pendidikan. 

3. Pengelolaan belanja daerah yang baik akan menjadi kunci keberhasilan 

kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi 

dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

belanja daerah. 
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